TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH (Studi Kasus Putusan No.403/Pid.B/2011/PN.Mks) by ENDRAYATNA SILOY, DODY
1 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DANA NASABAH 
(Studi Kasus Putusan No.403/Pid.B/2011/PN.Mks) 
 
 
OLEH: 
DODY ENDRAYATNA SILOY 
B111 08 857 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2012
i 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DANA NASABAH 
(Studi Kasus Putusan No.403/Pid.B/2011/PN.Mks) 
 
 
 
 
Disusun dan Diajukan Oleh : 
DODY ENDRAYTNA SILOY 
B111 08 857 
 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Dalam Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2012  
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa proposal mahasiswa : 
NAMA :   DODY ENDRAYATNA SILOY 
NIM :    B 111 08 857 
BAGIAN :    HUKUM PIDANA 
JUDUL   : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DANA NASABAH 
  (Studi Kasus Putusan No.403/Pid.B/2011/PN.Mks)  
   
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Proposal. 
 
Makassar, November 2012 
 
 
         Pembimbing I,                          Pembimbing II,  
 
 
Prof.Dr. Slamet Sampurno,S.H.,M.H     Amir Ilyas,S.H.,M.H. 
NIP.196804111992031003        NIP. 198007102006041001 
 
 
 
v 
ABSTRAK 
 
DODY ENRAYATNA SILOY ( B111 08 857) TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH ( studi 
Kasus Putusan nomor 403 / Pid.B/ 2011 / PN.MKs) dibimbing oleh Bapak 
SLAMET SAMPURNO sebagai Pembimbing I dan Bapak AMIR ILYAS 
sebagai Pembimbing II  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah  dalam perkara 
No. 403 / Pid.B / 2011 / PN.MKs dan untuk mengetahui 
pertanggungjawaban pidana terhadap tiindak pidana pencurian dana 
nasabah dalam perkara No. 403 / Pid.B / 2011 / PN.MKs 
Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kota Makassar Sulawesi 
Selatan khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar. Penulis 
memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil 
data dari kepustakaan yang relevan yakni , buku-buku serta peraturan  
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah  tersebut , serta 
mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang 
berupa wawancara langsung kepada hakim, dengan menggunakan 
metode penelitian secara kualitatif kemudian digambarkan sesuai 
permasalahan dengan fakta-fakta hukum  yang terkait dalam menangani 
kasus tindak pidana pencurian dana nasabah secara deskriptif.  
Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa 
penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian dana nasabah tidak sesuai  dengan putusan No. 403/ Pid.B/ 
2011/ PN.MKS  dengan pasal 49 (1) c UU RI no. 10 tahun 1998 tentang 
perbankan jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP hal ini disebabkan karena adanya 
beberapa rumusan delik yang tidak sesuai dengan posisi kasus serta 
pemberian sanksi kepada terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana  terdakwa  
terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah  dengan putusan No. 
403/ Pid.B/ 2011/ PN. MKS ,dengan pidana penjara selama 5 (lima)  tahun 
dan denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miyar rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, hal ini sudah termaksuk 
pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan 
perbuatan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di era globalisasi sekarang ini,yang di tandai dengan semakin 
tingginya kemampuan manusia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan tekhnologi . tetapi seiring dengan perkembangan 
itu tidak hanya dampak positif yng timbul tetapi ada juga dampak 
negatifnya,sehingga menyebabkan berkembang dan bervariasinya 
kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan semakin 
mengglobal. Hal ini sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan terus menerus. 
Dan diera globalisasi yang semakin modern ini ketergantugan 
masyarkat akan tekhnologi dan hal-hal yg berbau instant semakin tinggi 
,hal ini memberikan peluang kepada para pelaku kriminal untuk 
dimanfaatkan. Sehingga pencurian menggunakan tekhnologi juga 
semakin marak terjadi, hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang 
sangat besar. 
Dalam kolerasinya usaha untuk menekan penyebaran dan 
perkembangan kejahatan pencurian berbagai tindak penanggulangan 
kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat 
penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya 
masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik 
ataupun yang telah diekspos  oleh berbagai media cetak tentang peristiwa 
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kejahatan pencurian serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan 
sendiri di depan mata kita. 
Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak 
lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu  masyarakat memerlukan hukum 
yang berfungsi sebagai pengatur tindak tanduk manusia dalam 
masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan fungsi hukum itu 
pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa 
sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum , 
menurut Bambang Waluyo  (2008:2) diupayakan perilaku yang 
melanggar hukum di tanggulangi secara preventif maupun 
represif,mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya 
penjatuhaan pidana bagi anggota maasyarakat yang terbukti melakukakan 
perbuatan pidana, maupun tindakan represif 
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan 
dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang 
sesuai dengan aturan-aturan hukum (niniek suparni,2007:5) ,yang  
penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman 
tersebut sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri  agar insaf 
dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan 
gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. adapun usaha 
manusia menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali 
dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang  
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dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju 
terjadinya kejahatan . 
Kejahatan pncurian merupakan salah satu tindak pidana yang 
paling sering terjadi di dalam masyarakat , tidak terkecuali di Kota 
Makassar . banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu 
media elektronik maupun media cetak , tindak pidana pencurian ini 
biasanya dipengruhi  oleh faktor latar belakang ekonomi. Kondisi 
kemiskinan , kebutuhan yang semakin meningkat , gaya hidup yang 
semakin mewah ataupun susahnya mendapatkan pekerjaan yang bisa 
saja menimbulkan rangsangan – rangsangan untuk melakukan tindak 
pidana pencurian, penggelapan, penipuan, penyelundupan dan 
perampokan, namun dalam hal ini penulis lebih fokus pada tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan . 
Tindak pidana pencurian pada hakekatnya bisa di tekan ,salah satu 
caranya dengan lebih meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan 
kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih waspada dalam 
menjaga harta bendanya maupun dengan penerapan sanksi bagi para 
pelaku tindak pidana pencurian  
Tindak pidana pencurian sendiri telah dimuat dalam buku dua  kitab 
undang-undang hukum pidana (KUHP) , telah diklarifikasikan dalam 
beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa ( 
Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) 
,kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi ( Pasal 363 
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KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP ) ,serta 
kejahatan pencurian  didalam kalangan keluarga ( 367 KUHP ) . kejahatan 
pencurian sudah tentu bertentangan dengan norma-norma hukum , 
keesusilaan, agama dan adat istiadat bangsa Indonesia . 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dana nasabah 
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah antara lain : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencurian dana nasabah ? 
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban tehadap kasus pencurian 
dana nasabah ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah ? 
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap kasus 
pencurian dana nasabah ? 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada 
penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai 
penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan 
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat 
untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa 
hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis 
yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada 
pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan putusan tersebut. 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah Tindak Pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), 
tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 
strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai kini belum ada 
keseragaman pendapat. 
Adami Chazawi (2002:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia 
sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai 
terjmahan dari istilah Strafbaar feit (Belanda). Istilah-istilah yang 
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digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit 
antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
pidan, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, 
dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni Straf, baar  dan feit. Dari 
tujuh istlah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbaar feit, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.  Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan 
”Strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum”. 
Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan  Roeslan Saleh (Andi 
Hamzah, 2008:86) dalam menerjemahkan Strafbaar feit adalah istilah 
perbuatan pidana, dan Leden Marpaung (2009:7) menggunakan istilah 
“delik” Ter Haar (Moljatno, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu 
tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan 
penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan 
bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-
undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman 
pidana atas perbuatannya tersebut (Yan Pramadya Puspa, 1977:291). 
Menurut Bambang Waluyo  (2008:6) pengertian tindak pidana 
(delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare 
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Feiten). R Abdoel Djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa 
pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
Selanjutnya menurut Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:182) 
perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum”. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka 
dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (PAF. Lamintang, 
1997:193-194), yaitu: 
a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
 Sifat melanggar hukum; 
 Kualitas dari si pelaku; 
 Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 
b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
 Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
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 Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP; 
 Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat 
di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven)  
menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
rechtsdelicten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang 
oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya 
sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
 
C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” 
dan akhiran “an” yang berarti mengmbil secara diam-diam, sembunyi-
sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik 
orang lain secara melawan hukum  ,orang yang mencuri milik orang lain 
disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang 
berkaitan dengan pencurian 
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Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam 
pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan 
masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya (Hartono,2010 :1)  
Didalam ketentuan KUHP Indonesia , Pasal 362 menyatakan : 
“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian ,dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
 
Dari ketentuan di atas , Pasal 362 KUHP merupakan pencurian 
dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan 
secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal  KUHP lainnya tidak 
disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup 
disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur 
pemberatan atau peringanan 
 
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian  
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP    
R.Soesilo ( 1995:249) yang menyatakan sebagai berikut :  
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termaksuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 900”. 
 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti seperti yang 
diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :   
(a) Barang siapa, 
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(b) Mengambil, 
(c) Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang 
lain, 
(d) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 
Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana  pencurian, orang tersebut harus terlabih dahulu terbukti telah 
memenuhi   semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat 
didalam rumusan Pasal 362 KUHP : 
a)  Barang siapa 
Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang 
diatur  dalam Pasal 362KUHP itu adalah hij, yang lazim 
diterjemhkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata 
barangsiapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia 
memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
362KUHP , maka karena bersalah telah melakukan tindak 
pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda 
setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. 
b) Mengambil  
Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP ialah wegnemen atau mengambil . 
perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun 
pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah 
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memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud 
dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian 
sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari 
satu arti yakni :  
1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula 
berada  
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. 
 
Menurut Blok (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 
2009:13) 
“mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda 
dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah 
kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari 
maksudnya tentang apa  yang ia inginkan dengan benda 
tersebut”. 
 
Selanjutnya P.A.F. lamintang dan theo lamintang (2009 :14) 
menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai , jika 
benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar 
bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang 
bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin 
terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbutan 
mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-
masing yakni : 
1. Teori kontrektasi 
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah , pelaku 
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telah memindahkan benda yang bersangkutan dari 
tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si 
pelaku ( tindak pidana pencurian ) telah memegang barang 
yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah 
tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi. 
2. Teori ablasi  
Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan 
mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang 
bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku ,dengan 
kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku 
sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah 
terjadi. Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang 
hendak dia curi 
3. Teori aprehensi  
Menurut teori ini,untuk adanya perbuatan mengambil itu 
diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang 
bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata, 
dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia 
kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui 
Contoh: pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana 
ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah 
berhasil ia amankan 
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c) Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain 
        Penjelasan barang karena sifat tindak pidana pencurian 
adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang 
diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat 
ekonomis. 
       Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, 
yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum 
dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang 
turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki 
oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka 
tidak ada tindak pidana pencurian. 
         Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian 
sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud 
termaksud pula binatang (manusia tidak termaksud) ,misalnya 
uang, baju, kalung dan sebagainya. 
         Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan 
“gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat 
kawat atau pipa .barang disini tidak perlu mempunyai harga 
ekonomis 
         Barang sabagai objek pencurian harus kepunyaan atau 
milik orang lain walaupun hanya sebagian saja . hal ini memiiki 
pengertian  bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
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merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari 
pelaku pencurian tersebut dapat di tuntut dengan Pasal 362 
KUHP 
         Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda 
motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian 
setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya 
mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya 
sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya 
maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai 
perbuatan mencuri. 
     Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat 
menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda 
yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang 
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek 
dari pencurian,misalnya binatang-binatang yang hidup di alam 
liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya. 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
         Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 
KUHP perihal pencurian , maupun Pasal 372 perihal 
penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. 
Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur 
menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini 
akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu 
menjadi perbuatan yang dapat dipidana 
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         Secara umum melawan hukum adalah bertentangan 
dengan hukum , baik itu hukum dalam artian objektif maupun 
hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun 
hukum tidak tertulis 
        P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2009 :33) 
memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika 
penyerahan telah terjadi karena perbuatan – perbuatan yang 
sifatnya melanggar hukum , misalnya dengan cara menipu , 
dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya. 
       Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian di atas , apabila 
dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur 
tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang 
pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan 
bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian 
dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya 
bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan 
unsur-unsur tersebut. 
         Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka 
untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang 
dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka 
akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya 
dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil 
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
untuk dimiliki dengan cara melawan hukum 
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3. Pencurian dengan pemberatan  
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrin 
disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi “. Wirjono menterjemahkan 
dengan “pencurian khusus“ sebab pencurian tersebut dilakukan dengan 
cara tertentu . penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu 
“pencurian dengan pemberatan“, sebab dari istilah tersebut sekaligus 
dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat 
ancaman pidananya. 
Menurut Sugandhi (1981:376) bahwa yang dimaksud dengan 
pencurian berkualifikasi adalah : pencurian yang mempunyai unsur dari 
pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah 
dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap 
pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat . 
Pencurian dengan pemberatan atau pencurian berkualifikasi diatur 
di dalam Pasal 363 KUHP. oleh karena pencurian pencurian yang 
berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara 
– cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan , 
maka pembuktiaan terhadap unsur – unsur tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam 
bentuk pokok 
Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan : 
(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun : 
1. Pencurian ternak, 
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2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, 
gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan, atau bahaya perang, 
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah 
kediaman atau perkarangan yang tertutup dimana terdapat 
rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang 
berhak  
4. Pencurian yang  dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama , 
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan  
atau untuk sampai pada barang  yang diambilnya, dilakukan 
dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau 
dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai 
dengan salah satu hal tersebut dalam angka ke 4 dan ke 5, 
maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun 
 
4. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan  
Penulis akan memaparkan unsur-unsur pada Pasal 363 KUHP, 
namun untuk dapat melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut, langkah 
pertama yang harus diambil adalah melihat unsur-unsur yang terdapat 
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dalam Pasal 362 KUHP.  Jadi untuk adanya pencurian dengan 
pemberatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 363 KUHP, baru 
setelah itu dibuktikan unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. 
 Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam 
Pasal 363 KUHP adalah : 
1. Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP,  
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang 
meliputi :  
a) Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP) 
Didalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur 
“Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan 
penjelasan tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan 
dalam Pasal 101 KUHP Ternak” diartikan hewan berkuku 
tunggal, hewan pemamah biak dan babi. Hewah pemamah 
biak biasanya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. 
Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya kuda, 
keledai, dan sebagainya. Unsur Ternak” menjadi unsur 
yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak 
dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagia 
harta kekayaan yang paling penting. 
b) Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, ledakan, 
bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan 
gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
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kereta api, pemberontakan, huru-hara, atau bahaya perang. 
Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP. Untuk berlakunya 
ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP ini tidak perlu, 
bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena 
bencana, tetapi juga meliputi barang-barang  disekitarnya 
yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. 
Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya 
bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada 
hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-benar 
mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut 
untuk mencuri. 
c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 
KUHP iaah karena tindak pidana pencurian seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 363 KUHP telah dilakukan pada 
malam hari, yakni: 
1. Didalam suatu tempat kediaman 
P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:44) 
Yang dimaksud dengan Woning yang diterjemahkan 
dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan 
yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat 
kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-
kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat 
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kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah 
dibangun sebagai tempat kediaman.  
 
2. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman. 
Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah 
perkarangan yang diberi penutup untuk membatasi 
perkarang tersebut dari perkarangan-perkarangan lain 
yang terdapat disekitarnya. 
Perkarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu 
perkarangan yang tertutup  rapat misalnya dengan 
tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika 
perkarangan tersebut tertutup, misalnya dengan pagar 
bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan 
batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, 
bahkan juga dengan galian yang tidak berair. 
3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan 
orang yang berhak. 
“Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah 
yang berda di tempat terjadinya tindak pidana, Tentang 
siapa yang haus dipandang sebagai orang yang berhak 
itu, Hoge Raad (1927:946) mengatakan antara lain 
bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau 
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halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. 
Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada 
waktu suaminya sedang bepergian, maka ibu rumah 
tangga itulah yang merupakan orang yang berhak”. 
d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 
KUHP Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakuka dalam 
bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang 
dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. 
Sekalipun  demikian, Pasal 363 ayat (1) angka 4 ini tidak 
mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku 
sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah 
dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian 
ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan 
sebelumnya dari para pelaku. 
e) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 
KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk 
ketempak kejahatan atau untuk dapat mencapai benda 
yang aan diambilnya itu, pelaku telah melakukan 
pebongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah 
memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam 
palsu. 
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 Unsur “merusak” 
Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan 
pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat 
lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah 
hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya. 
 Unsur “memanjat” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat 
ialah masuk melalu lubang yang sudah ad tetapi bukan 
untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah 
yang dengan sengaja digali, begitu saja menyebrangi 
selokan atau parit yang digunakan sebagai batas 
penutup. 
 Unsur “anak kunci palsu” 
Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan 
bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat 
yang diperuntukan untuk membuka kunci. Meliputi 
benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya 
yang digunakan untuk membuka slot kunci. 
 Unsur “Perintah Palsu” 
Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu 
ditafsirkan dengan berbagai batasan. 
a) R.Soesilo (Tongat, 2006:33) 
Perintah palsu adalah suatu perintah yang 
kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang 
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dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi 
sebenarnya bukan. 
b) Moch. Anwar (Tongat, 2006:33) 
Perintah palsu yaitu suatu perintah yang 
kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-
akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang 
membuatnya berdasarkan peraturan yang sah. 
 Unsur “pakaian jabatan palsu” 
Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah 
baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang 
pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu 
telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki 
sebuah bangunan tertentu. 
Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan 
seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang 
diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi 
selama-lamanya tujuh tahun, maka didalam Pasal 363 
ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam 
bagi pelakunya menjadi selama-lamanya sembilan tahun 
penjara, yakni jika tindak pidana pencurian yang 
dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat 
kediaman atau diatas sebuah perkarangan tertutup yang 
diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang 
dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
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sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan 
orang yang itu ternyata :  
a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama 
b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan 
pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau 
dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, 
atau seragam palsu dalam usahanya untuk 
memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau 
dalam usahanya untuk mencapai benda yang 
hendak diambilnya 
 
D. Pengertian Nasabah 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang 
menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah 
penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah 
dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad 
antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang 
bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk 
investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha 
Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas 
adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan 
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dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.  Dalam BMT Karisma terdapat 
dua jenis nasabah/ anggota, yaitu: 
1. Calon anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya 
belum ada Rp. 25.000,00. Sebagian besar calon anggota adalah 
anggota yanng hanya menggunakan jasa simpanan saja. 
2. Anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya Rp. 
25.000,00 atau lebih. Sebagian besar anggota adalah anggota 
pembiayaan karena setiap pelaksanaan akad anggota diwajibkan 
membayar simpanan pokok. 
Dalam koperasi, dikenal istilah simpanan pokok dan simpanan 
wajib. Oleh karena BMT berada dibawah naungan Badan Koperasi, 
maka anggota BMT harus membayar simpanan pokok dan 
simpanan wajib. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang 
sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh 
anggota pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok tidak 
dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 
Sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu 
yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh 
anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib 
tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Sumber: 
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2225846-
pengertian-dan-klasifikasi-nasabah/#ixzz2C5q4TRSx  
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E. Tindak Pidana Perbankan  
Tindak pidana perbankan sebagai bagian dari tindak pidana di 
bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi lazim disebut WHITE 
COLLAR CRIME yaitu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan 
sering dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektualdan 
mempunyai posisi penting dalam suatu masyarakat atau ditempat 
pekerjaannya. 
Tindak pidana perbankan dalam Undang-undang perbankan No. 7 
tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 
1998 pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 46, 47, 48 ayat (1), 49, pasal 50 dan pasal 51 
adalah kejahatan”. Dalam pasal 51 ayat (2) disebutkan “Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran”. 
Yang termasuk kejahatan perbankan antara lain :  
Pasal 46 ayat (1) : penghimpunan dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Bank 
Indonesia. 
Pasal 47  : Terkait dengan rahasia Bank.  
Pasal 48  : informasi atau laporan keuangan Bank 
(membuat, memalsukan, menghilangkan, 
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
dll).  
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Pasal 49 ayat (2) : meminta atau menerima, mengizinkan, 
menyetujui imbalan, komisi, uang tambahan 
pelayanan, dll.  
Pasal 50  : Pihak terafiliasi.  
Yang termasuk pelanggaran perbankan :  
Pasal 48 ayat (2) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai 
Bank yang memberikan keterangan yang 
wajib dipenuhi sebagaiman dimaksud.....” 
Tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan yang diatur diluar 
Undang-undang perbankan :  
 KUHP Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran 
 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 
2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
F. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibiity yang menjurus kepada 
pemidanaan pelak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak. 
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Untuk tidak dapat dipidananya si pelaku,diharuskan tindak pidana 
yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang   telah ditentukan 
dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 
dilarang, seseorang akan dipertangungjawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab 
maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu 
bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-pidanakan. Unsur-
unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: 
a. Mampu Bertanggung Jawab 
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan 
memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan 
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung-
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pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan 
tersebut bersifat  melawan hukum (dan tidak ada peniadaan 
sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan 
pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. 
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toereken-
baarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah 
orang, bukan makhluk lain. Untuh membunuh, mencuri, 
menghina, dan sebagainya, dapat dilkukan oleh siapa saja. Lain 
halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal 
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan 
sendiri. 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat 4 (empat) unsur yaitu: 
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1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 
3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4) Tidak adanya alasan pemaaf 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut 
ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari: 
1) Kesengajaan (opzet). 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur 
kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. 
Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak 
pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat 
yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan 
ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni: 
a) Sengaja sebagai niat (Oogmerk) 
b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
c) Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus 
eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn). 
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2) Kealpaan (Culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan 
yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar 
perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, 
kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu 
sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua 
macam yaitu: 
1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 
peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat 
yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana 
ketentuan Pasal 205 KUHP; 
2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa 
pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah 
menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 
pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
359,360,361 KUHP. 
Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, 
yaitu:  
1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya 
diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak 
tertulis, sehingga sebenarnya ia telah 
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melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak 
berbuat) yang melawan hukum; 
2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati , ceroboh 
dan kurang berpikir panjang; dan 
3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh 
karenanya pelaku harus bertanggung jawab 
atas akibat dari perbuatannya tersebut. 
Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila 
seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia 
sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, 
maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam 
hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari 
terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan 
adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila 
ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak 
akan melakukannya. 
2. Alasan Pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan  dari 
tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
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penentuan tersebut, bukan sebagai akibat dan dorongan dari sesuatu, 
yamg jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama 
sekali. 
Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua 
bagian; yaitu pertama, penghapus pidana umum,  yang berlaku kepada 
semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP, kedua 
adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal 
tertentu saja, yaitu Pasal 122,221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) 
KUHP.  
Alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yang diatur dalam Pasal 
44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP 
tentang Daya Paksa (Overmacht), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang 
pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Execes), Pasal 51 
ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi 
menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.  
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf 
yang terdapat dalam KUHP adalah: 
1) Daya Paksa Relatif (Overmacht); 
2) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer 
exces) Pasal 49 ayat (2) KUHP 
3) Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi 
Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
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G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana. 
 Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan. 
Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas 
pertimbangan, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan 
sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, 
hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan 
itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum 
sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan 
dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan 
sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya 
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lalu kemudian ke pikirannya agar daat menghasilkan putusan yang seadil-
adilnya. 
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhap terdakwa, telebih 
dahulu Majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 
 Pembelaan dari seorang terdakwa; 
 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
 Alat bukti yang terbukti di persidangan; 
 Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti 
secara sah menurut hukum; 
 Ada tidaknya alasan penghapus pidana; 
 Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa; 
 Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa; serta 
 Alasan Sosiologis dari terdakwa. 
Dari beberapa hal diatas yang dapat dijadikan dasar pertimbangan 
majelis hakim sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai 
rasa keadilan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi penelitian  
Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di instansi 
pengadilan negeri Makassar . penentuan  lokasi penelitian didasarkan 
atas pertimbangan bahwa di kantor pengadilan negeri Makassar tersedia 
data yang di perlukan sebagai bahan analisis , data tersebut diperoleh 
dengan mengumpulkan dokumen – dokumen perkara yang meliputi berita 
acara penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang 
 
B. Jenis dan sumber data  
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan proposal ini terbagi atas dua yaitu  : 
1. Jenis data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam 
proposal ini  
2. Jenis data sekunder 
Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-
undangan , tulisan atau makalah-makalah , buku-buku,dan dokumen atau 
arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam proposal 
ini. 
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C. Teknik pengumpulan data  
Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Pengadilan 
Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara : 
1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan 
perumusan delik penyertaan dan alasan yang memberatkan 
pidana, maka dilakukan wawancara dengan hakim yang 
memutuskan perkara ini 
2. Studi dokumentasi, mempelajari berkas perkara seperti berita 
acara penuntutan, penyitaan dan putusan hakim. 
 
D. Analisis data  
Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data 
sekunder dianalisis dengan tekhnik kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan ,dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Dana Nasabah Pada Perkara Nomor : 403 / Pid B / 
2011 / Pn.Mks 
1. Posisi Kasus  
Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang 
adalah pegawai Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, tanpa 
sepengetahuan nasabah masuk ke system untuk melihat data nasabah 
dengan menggunakan user ID nomor 7559 miliknya dan mencatat data-
data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat 
tanggal lahir, nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan 
pengeceka, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.IBRAHIM BONRO 
dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI (diajukan dalam berkas tersendiri) 
bersama terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang mana 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN sebelumnya 
menginformasikan kepada terdakwa nomor PIN ATM H.IBRAHIM BONRO 
, SH, MH yang diketahuinya pada saat anak dari H.IBRAHIM BONRO SH, 
MH yakni saksi Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM BONRO gagal melakukan 
tranksaksi si ATM CIMB Niaga Kakatua, sehingga terdakwa RUDY 
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GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang pada saat itu sedang bertugas 
langsung membantu dan tanpa sadar Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM 
BONRO menyebutkan nomor PIN dari ATM yakni 101010, setelah itu 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN memberikan nomor 
PIN nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH kepada Lk.RULLY, SE BIN 
JUFRI, dan selanjutnya terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama-sama RULLY, SE BIN JUFRI melakukan registrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS dan setelah terigistrasi maka Lk. RULLY , SE BIN 
JUFRI menghubungi saksi RABIAH ALADAWIYAH bagian Costumer 
Service untuk dilakukan perubahan nomor Handphone milik H. IBRAHIM 
BONRO, SH, MH nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan 
setelah nomor handphone berubah maka Lk, RULLY, SE BIN JUFRI, 
melakukan pemindahbukuan dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH 
ke rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk. ALWI (DPO) yang 
berada di Jakarta; 
Adapun rekening atas nama H. IBRAHIM BONRO, SH, MH yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Lk. RULLY, SE BIN JUFRI adalah 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke : 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
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 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH yang telah 
dipindahkan oleh terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Lk. RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga menderita kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah rupiah) 
dan dari dana yang diambil terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima 
juta rupiah); 
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2. Dakwaan penuntut umum  
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadaap yang d terdakwa 
pelaku pencurian dana nasabah dengan menggunakan rekening atau 
ATM palsu ,dibacakan didalam pesidangan dihadapan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
PERTAMA: 
Bahwa iya terdakwa RUDI GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama RULLY, SE bin JUFRI (diajukan dalam berkas terendiri ) dan 
lk.awi (daftar pencarian orang ) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2010, 
bertempat dijalan kakatua Bank CIMB Niaga cab.makassar atau setidak-
tidaknya pada tempat empat lain dalam daerah hukum pengadilan  negeri 
makassar , anggota dewan komisaris , direksi ,atau pegawai bank 
,dengan sengaja mengubah ,mengaburkan ,menyembunyikan , 
menghapus ,atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan , maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha ,laporan transaksi, atau rekening suatu bank, dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, 
atau merusak catatan pembukuan tersebut, orang yang melakukan yang 
menyuru melakukan dan yang turut serta melakukan, adapun perbuatan 
terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang 
adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab . makassar bagian kasir , 
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tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system untuk melihat data 
nasabah dengan menggunakan user ID dengan nomor 7559 miliknya dan 
mencatat data-data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening , 
alamat , tempat tanggal lahir ,nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu yakni H IBRAHIM BONRO , 
SH,MH komplain dananya berkurang  dan setelah dilakukan pengecekan , 
ternyata pemindahan dana   rekening  H. IBRAHIM BONRO  dilakukan 
oleh RULLY,SE BIN JUFRI (diajukan dalam berkas tersendiri ) bersama 
terdakwa  RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang mana terdakwa 
RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN sebelumnya menginformasikan 
kepada terdakwa nomor pin ATM  H. IBRAHIM BONRO , SH,MH yakni 
saksi Ir. ABD . HAFID BIN IBRAHIM BONRO gagl melakukan transaksi  di 
ATM CIMB niaga kakatua , sehingga terdakwa RUDY GUIWAN BIN 
YUSRAN GUIWAN yang pada saat itu sedang bertugas langsung  
menmbantu dan tanpa sadar  Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM BONRO 
menyebutkan nomor pin dari ATM yakni 101010,setelah itu terdakwa 
RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN  memberikan pin nasabah H 
IBRAHIM BONRO , SH , MH kepada lk.RULLY,SE BIN JUFRI , dan 
selanjutnya terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN bersama-
sama RULLY, SE BIN JUFRI melakukan registrasi sebagai pengguna 
CIMB CLIKS dan setelah teregistrasi maka lk. RULLY,SE BIN JUFRI saksi 
RABIAH ALADAWIYAH bagian Costumer Service untuk dilakukan 
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perubahan nomor Handphone milik H. IBRAHIM BONRO, SH, MH nomor 
08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan setelah nomor 
handphone berubah maka Lk, RULLY, SE BIN JUFRI, melakukan 
pemindahbukuan dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH ke 
rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk. ALWI (DPO) yang 
berada di Jakarta; 
Adapun rekening atas nama H. IBRAHIM BONRO, SH, MH yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Lk. RULLY, SE BIN JUFRI adalah 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke : 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
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 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH yang telah 
dipindahkan oleh terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Lk. RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga menderita kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah rupiah) 
dan dari dana yang diambil terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima 
juta rupiah); 
Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 49 ( 1) c UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
ATAU KEDUA  
PRIMAIR; 
 
 Bahwa ia terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN  
bersama RULLY, SE Bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. 
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AWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik 
milik orang lain atau milik publik, orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan, adapun perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang 
adalah pegawai Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, tanpa 
sepengetahuan nasabah masuk ke system untuk melihat data nasabah 
dengan menggunakan user ID nomor 7559 miliknya dan mencatat data-
data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat 
tanggal lahir, nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan 
pengeceka, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.IBRAHIM BONRO 
dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI (diajukan dalam berkas tersendiri) 
bersama terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang mana 
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terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN sebelumnya 
menginformasikan kepada terdakwa nomor PIN ATM H.IBRAHIM BONRO 
, SH, MH yang diketahuinya pada saat anak dari H.IBRAHIM BONRO SH, 
MH yakni saksi Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM BONRO gagal melakukan 
tranksaksi si ATM CIMB Niaga Kakatua, sehingga terdakwa RUDY 
GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang pada saat itu sedang bertugas 
langsung membantu dan tanpa sadar Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM 
BONRO menyebutkan nomor PIN dari ATM yakni 101010, setelah itu 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN memberikan nomor 
PIN nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH kepada Lk.RULLY, SE BIN 
JUFRI, dan selanjutnya terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama-sama RULLY, SE BIN JUFRI melakukan registrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS dan setelah terigistrasi maka Lk. RULLY , SE BIN 
JUFRI menghubungi saksi RABIAH ALADAWIYAH bagian Costumer 
Service untuk dilakukan perubahan nomor Handphone milik H. IBRAHIM 
BONRO, SH, MH nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan 
setelah nomor handphone berubah maka Lk, RULLY, SE BIN JUFRI, 
melakukan pemindahbukuan dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH 
ke rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk. ALWI (DPO) yang 
berada di Jakarta; 
Adapun rekening atas nama H. IBRAHIM BONRO, SH, MH yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Lk. RULLY, SE BIN JUFRI adalah 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke : 
48 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH yang telah 
dipindahkan oleh terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
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bersama Lk. RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga menderita kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah rupiah) 
dan dari dana yang diambil terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima 
juta rupiah); 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang I T E 
(Informasi dan transaksi Elektronik) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
SUBSIDAIR 
 Bahwa ia tedakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN  
bersama RULLY, SE Bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. 
AWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja tanpa hak atau melawan 
hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik 
milik orang lain atau milik publik ditujukan terhadap komputer dan/atau 
sistem elektronik serta informasi elektronik, dan/dokumen elektronik milik 
pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada 
lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga 
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internasional, otoritas penerbangan, orang yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, adapun perbuatan 
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa perbuatan terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan 
pengeceka, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.IBRAHIM BONRO 
dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI (diajukan dalam berkas tersendiri) 
bersama terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang mana 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN sebelumnya 
menginformasikan kepada terdakwa nomor PIN ATM H.IBRAHIM BONRO 
, SH, MH yang diketahuinya pada saat anak dari H.IBRAHIM BONRO SH, 
MH yakni saksi Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM BONRO gagal melakukan 
tranksaksi si ATM CIMB Niaga Kakatua, sehingga terdakwa RUDY 
GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang pada saat itu sedang bertugas 
langsung membantu dan tanpa sadar Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM 
BONRO menyebutkan nomor PIN dari ATM yakni 101010, setelah itu 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN memberikan nomor 
PIN nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH kepada Lk.RULLY, SE BIN 
JUFRI, dan selanjutnya terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama-sama RULLY, SE BIN JUFRI melakukan registrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS dan setelah terigistrasi maka Lk. RULLY , SE BIN 
JUFRI menghubungi saksi RABIAH ALADAWIYAH bagian Costumer 
Service untuk dilakukan perubahan nomor Handphone milik H. IBRAHIM 
BONRO, SH, MH nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan 
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setelah nomor handphone berubah maka Lk, RULLY, SE BIN JUFRI, 
melakukan pemindahbukuan dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH 
ke rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk. ALWI (DPO) yang 
berada di Jakarta; 
Adapun rekening atas nama H. IBRAHIM BONRO, SH, MH yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Lk. RULLY, SE BIN JUFRI adalah 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke : 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
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totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH yang telah 
dipindahkan oleh terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Lk. RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga menderita kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah rupiah) 
dan dari dana yang diambil terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima 
juta rupiah); 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang I T E 
(Informasi dan transaksi Elektronik) Jo. Pasal 52 ayat (3) UU RI No. 11 
Tahun 2008 tentang I T E (Informasi dan transaksi Elektronik) Jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
ATAU, KETIGA 
Bahwa ia tedakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN  
bersama RULLY, SE Bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. 
AWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada 
bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada 
tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
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atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin 
memiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan bersekutu, adapun 
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:  
Bahwa perbuatan terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH komplain dananya berkurang dan setelah dilakukan 
pengeceka, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.IBRAHIM BONRO 
dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI (diajukan dalam berkas tersendiri) 
bersama terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang mana 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN sebelumnya 
menginformasikan kepada terdakwa nomor PIN ATM H.IBRAHIM BONRO 
, SH, MH yang diketahuinya pada saat anak dari H.IBRAHIM BONRO SH, 
MH yakni saksi Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM BONRO gagal melakukan 
tranksaksi si ATM CIMB Niaga Kakatua, sehingga terdakwa RUDY 
GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang pada saat itu sedang bertugas 
langsung membantu dan tanpa sadar Ir. ABD HAFID BIN IBRAHIM 
BONRO menyebutkan nomor PIN dari ATM yakni 101010, setelah itu 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN memberikan nomor 
PIN nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH kepada Lk.RULLY, SE BIN 
JUFRI, dan selanjutnya terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama-sama RULLY, SE BIN JUFRI melakukan registrasi sebagai 
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pengguna CIMB CLIKS dan setelah terigistrasi maka Lk. RULLY , SE BIN 
JUFRI menghubungi saksi RABIAH ALADAWIYAH bagian Costumer 
Service untuk dilakukan perubahan nomor Handphone milik H. IBRAHIM 
BONRO, SH, MH nomor 08124180014 menjadi nomor 08525145445 dan 
setelah nomor handphone berubah maka Lk, RULLY, SE BIN JUFRI, 
melakukan pemindahbukuan dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH 
ke rekening fiktif penampungan yang dibuat oleh Lk. ALWI (DPO) yang 
berada di Jakarta; 
Adapun rekening atas nama H. IBRAHIM BONRO, SH, MH yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Lk. RULLY, SE BIN JUFRI adalah 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke : 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
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 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank CIMB Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
 Rekening atas nama MAHMUDDIN YASIN di Bank Mandiri 
sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah H.IBRAHIM BONRO, SH, MH yang telah 
dipindahkan oleh terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Lk. RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga menderita kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah rupiah) 
dan dari dana yang diambil terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima 
juta rupiah); 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP; 
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut 
Tedakwa  
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan 
7 (tujuh) orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada 
pokoknya .  
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum telah terdengar tuntutan 
pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis 
hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana 
nasabah bank CIMB Niaga “ sebagaimana diatur dan diancam 
pidana  dalam pasal 49 (1) c UU RI No. 10 tahun 1998 tentang 
perbankan jo pasal 55 (1) KUHP dalam surat dakwaan pertama ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh 
milyar rupiah) subside 2 (dua) bulan kurangan dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan 
perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; 
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dititip kepada arni haerani,SE 
karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar sesuai berita acara 
penyimpanan serah-terima barang bukti tanggal 19-01-2011 
merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 nomor rekening 
030 01 22609 13 0 nama nasabah sultan iqbal , 1 (satu) unit 
computer merek IBM Lenovo yang terdiri dari 1(satu) buah CPU, 
1(satu) buah monitor , 1(satu) buah mouse, dan 1(satu) buah 
keyboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi , SE tanda terima 
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tanggal 20-01-2011 ,2 (dua) keping piringan  DVD merek Max 
speedy yang berisi rekaman CCTV sdr. Rully pada saat membuka 
data nasabah ,data log inquiry oleh sdr Rudy Guiawan pada bank 
CIMB Niaga cabang Makassar, 1(satu) eksemplar rek. Koran 
dengan no rekening 300108101118 a.n H. Ibrahim Bondro, SH ,MH 
, pada Bank CIMB Niaga , rekaman suara yang mengatasnamakan 
Hj. Yoyop sutarya, rekaman suara yangmengatasnamakan lily  
herawaty, berita acara serah terima User ID a.n. Rully , SE berita 
acara serah terima User ID a.n  Rudy Guiwan , rek koran a.n. pada 
Bank CIMB Niaga, rek koran a.n. Lily Herawaty pada bank CIMB 
Niaga , surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan a.n . Hj. 
Yoyop Sutarya , surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan 
a.n. Lily herawaty , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
Mahmudin yasin , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n 
Novita sari , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n 
Sutaryo dan surat keterangan Lurah Lamper Lor Kec. Semarang 
Selatan, semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak PT. 
Bank CIMB Niaga Cab Makassar ; 
4. Atau pasal 32 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang I T E ( 
Informasi dan Transaksi Elektronik) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dalam dakwaan kedua primair,subsidair Atau pasal 32 ayat (1) UU 
RI No 11 tahun 2008 tentang I T E ( Informasi dan Transaksi 
Elektronik) jo pasal 52 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang I 
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T E (Informasi dan Transaksi Elektronik) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
5. Atau pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam dakwaan ketiga; 
6. Menetapkan agar ia Terdakwa , membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah); 
        Menimbang atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan 
pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan  
hukuman ;  
        Menimbang, bahwa terdakwa  dihadapkan dipersidangan oleh 
penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara No 
: PDM-  /Mks/Ep/03/2011 tertanggal 16 Maret 2011, Terdakwa telah 
didakwa. 
 
4.  Amar Putusan  
M E N G A D I L I 
Menyatakan bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN bterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “pembobolan dana nasabah bank “  
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY YUSRAN GUIWAN 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 
10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan; 
59 
2. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa  
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
3. Memerintahkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menetapkan  barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dititip kepada arni haerani,SE 
karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar sesuai berita acara 
penyimpanan serah-terima barang bukti tanggal 19-01-2011 
merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 nomor rekening 
030 01 22609 13 0 nama nasabah sultan iqbal , 1 (satu) unit 
computer merek IBM Lenovo yang terdiri dari 1(satu) buah CPU, 
1(satu) buah monitor , 1(satu) buah mouse, dan 1(satu) buah 
keyboard dititip kepada Rony Stepan Sangadi , SE tanda terima 
tanggal 20-01-2011 ,2 (dua) keping piringan  DVD merek Max 
speedy yang berisi rekaman CCTV sdr. Rully pada saat membuka 
data nasabah ,data log inquiry oleh sdr Rudy Guiawan pada bank 
CIMB Niaga cabang Makassar, 1(satu) eksemplar rek. Koran 
dengan no rekening 300108101118 a.n H. Ibrahim Bondro, SH ,MH 
, pada Bank CIMB Niaga , rekaman suara yang mengatasnamakan 
Hj. Yoyop sutarya, rekaman suara yangmengatasnamakan lily  
herawaty, berita acara serah terima User ID a.n. Rully , SE berita 
acara serah terima User ID a.n  Rudy Guiwan , rek koran a.n. pada 
Bank CIMB Niaga, rek koran a.n. Lily Herawaty pada bank CIMB 
Niaga , surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan a.n . Hj. 
Yoyop Sutarya , surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan 
a.n. Lily herawaty , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n. 
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Mahmudin yasin , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n 
Novita sari , surat permintaan konfirmasi keabsahan KTP a.n 
Sutaryo dan surat keterangan Lurah Lamper Lor Kec. Semarang 
Selatan , semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak PT. 
Bank CIMB Niaga Cab Makassar ; 
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 
5000,- (lima ribu rupiah); 
       Demikian di putuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh 
JAMUKA SITORUS.SH.M.Hum.,Sebagai Hakim Ketua,RAILAM 
SILALAHI, SH.,dan JAN MANOPPO, SH.masing-masing sebagai 
Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negri 
Makassar sebagai Majelis Hakim,Putusan mana diucapkan pada 
hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka unuk 
umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,dibantu oleh 
HJ.MARYAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri 
Makassar dan dihadiri oleh H. ARIFUDDIN SAKKA, SH Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Makassar dan Terdakwa 
 
5. Analisis penulis  
Berdasarkan putusan No.403 / Pid. B / 2011 / PN.MKS menyatakan 
bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dana 
nasabah yang diatur dan diancam didalam pasal 49 (1) c UU RI no. 10 
tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau  dengan 
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dakwaan primair  pasal 32 ayat (1) UU. RI No. 11 tahun 2008 tentang  I T 
E ( Informasi dan transaksi elektronik ) jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP , atau 
dengan dakwaan ketiga pasal 363 ke-4 KUHP . 
Berdasarkan urian tersebut maka penulis kurang  setuju dengan  
pemberian dakwaan pertama yaitu pasal 49 (1) c UU RI no 10 tahun 1998 
tentang perbankan  
Hal ini disebabkan karena penulis lebh condong memandang kasus 
ini adalah sebuah pencurian dengan pemberatan ataupun sebuah 
penggelapan, karena berdasarkan posisi kasus terdakwa tidak memenuhi 
unsur delik pada pasal 49 ayat (1) c UU RI no 10 tahun 1998 tentang 
perbankan tetapi lebih memenuhi unsur delik pencurian dengan 
pemberatan pasal 363 KUHP atau pun pasal 372 KUHP tentang 
penggelapan, dimana adapun unsur dari pasal 363 KUHP telah di 
jelaskan di pembahasan sebelumnya dan pasal 372 tentang penggelapan 
dimana adapun unsur deiknya sebagai berikut: 1 . barang siapa,  2 
dengan sengaja memiliki , dengan melawan hukum , 3. barang yang sama 
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain  4. Dan barang itu ada dalam 
tangannya bukan karena kejahatan. Selain itu penulis juga beranggapan 
jikalau perbuatan yang dilakukan oleh terdkawa adalah bukan kejahatan 
perbankan tetapi sebuah kejahatan dengan media perbankan .  
Berdasarkan uraian tersebebut diatas maka penulis dapat melihat 
bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana  pencurian dana 
nasabah dalam putusan No. 403 / Pid.B / 2011 / PN.MKS kurang sesuai 
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dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam 
unsur tidak mencocoki rumusan delik .  
 
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Dana Nasabah 
1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dana Nasabah 
 
Berdasarkan  kasus pencurian dana nasabah yang tercantum 
dalam putusan nomor 403/pid.B/2011/PN.MKs ,dimana terdakwa RUDY 
GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN di dakwa pasal 49 ayat (1) c UU RI No 
10 tahun 1998 tentang perbankan , dimana dalam hal ini  terdakwa selaku 
pegawai Bank CIMB Niaga Cab. Makassar telah melakukan pembobolan 
dana nasabah atas nama H. Ibrahim bondro SH, MH, sebesar  Rp . 185 
.000 .000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah ) , 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan 
Dalam upaya memenuhi rasa keadilan, terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan pidana terhadap tindak pidana pencurian 
dana nasabah. 
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Berikut penulis akan menguraikan mengenai pertanggungjawaban 
pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/ 
2011/PN.MKS, yaitu sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan 
suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan Dakwaan Alternatif Subsidaritas, yakni : 
 Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) c UU RI No. 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
Dakwaan Pertama; 
 Atau pasal 32 ayat (1) UU RI No. Tahun 2008 Tentang I T E 
(Informasi dan Transaksi Elektronik) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair, Subsidair Pasal 32 ayat (1) 
UU RI No. Tahun 2008 Tentang I T E (Informasi dan Transaksi 
Elektronik) Jo. Pasal 52 ayat (3) UU RI No. Tahun 2008 Tentang I T 
E (Informasi dan Transaksi Elektronik) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
 Atau pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Ketiga; 
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Maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang dianggap lebih 
cocok dangan tindak pidana yang telah dilakukan oelh Terdakwa yakni 
Pasal 49 ayat (1) c UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama yang mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Pegawai Bank, yang dengan sengaja mengubah laporan transaksi 
atau rekening suatu Bank; 
3. Yang turut serta melakukan; 
 
A.d 1. Unsur Setiap Orang; 
Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa 
saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 
Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang menyangkut posisi 
selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, 
yaitu siapa saja yang dalam hal ini adalah Terdakwa RUDY GUIWAN Bin 
YUSRAN GUIWAN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat 
Dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan serta kesalahannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 
pertama telah terpenuhi; 
A.d.2. Unsur Pegawai Bank, Yang Dengan Sengaja Mengubah 
Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank; 
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Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula 
oleh keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa benar ia Terdakwa Lk. Rudy Guiwan Yusran bersama Rully Jufry, 
SE (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk. Alwi (DPO), pada hari 
tanggal tidak diketahui di bulan Desember 2010 atau stidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Kakatua Bank CIMB 
Niaga Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, adapun perbuatan Terdakwa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa Terdakwa Rudi Guiwan 
Yusran yang adalah pegawai Bank pada Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke sistim 
untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID No. 7559 
miliknya dan mencatat data-data nasabah yang diinginkan berupa No. 
rekening, alamat, tempat tanggal lahir, no. kartu ATM dan saldo nasabah; 
Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan Yursan 
terungkap setelah salah satu nasabah yakni H. Ibrahim Bonro, SH. MH., 
komplain dananya berkurang dan stelah dilakukan pengecekan ternyata 
pemindahbukuan dana rekening H. Ibrahim Bonro, SH. MH dilakukan oleh 
terdakwa Rully Jufri, SE bersama Terdakwa Rudy Guiwan, yang mana 
Terdakwa Rudy Guiwan sebelumnya menginformasikan kepada Terdakwa 
Rully no. Pin ATM H. Ibrahim Bonro, SH. MH yang diketahuinya pada saat 
anak anak dari H. Ibrahim Bonro, SH. MH yakni saksi Ir. Abd. Hafid 
Ibrahim Bonro gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga Kakatua, 
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sehingga Terdakwa Lk. Rudy Guiwan yang pada saat itu sedang bertugas 
langsung membantu dan tanpa sadar Ir. Abd. Hafid Ibrahim Bonro 
menyebutkan Np. Pin ATM tersebut yakni 101010; 
Menimbang bahwa setelah itu Lk. Rudy Guiwan memberi no. pin H. 
Ibrahim Bonro, SH. MH kepada Terdakwa Rully Jufri, SE melakukan 
registrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS dan setelah teristrasi maka 
Terdakwa Rully Jufri, SE menghubungi saksi Rabiah Al Adawiyah bagian 
costumer service dan mengaku sebagai H. Ibrahim Bonro, SH. MH untuk 
dilakukan perubahan No. Handphone milik H. Ibrahim Bonro, SH. MH dari 
08124180014 menjadi 08525145445 dan stelah nomor handphone diubah 
maka Terdawa Rully Jufri, SE melakukan pemindahbukuan dana nasabah 
milik H. Ibrahim Bonro, SH. MH ke rekening fiktif penampungan yang 
dibuat oleh Lk. Alwi (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jakarta; 
Menimbang bahwa adapun rekening atas nama H. Ibrahim Bonro, 
SH. MH dananya berhasil dipindahbukukan oeh terdakwa Rully Jufri, SE 
sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke 
Rekening atas nama Mahmudin Yasin di Bank CIMB Niaga Cabang Pasar 
Minggu Jakarta masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) sebanyak lima kali sehingga totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010, rekening atas 
nama Mahmudin Yasin di Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) pada tanggal 02 November 2010, rekening atas nama 
Mahmudin Yasin di Bank CIMB Niaga Cabang Pasar Minggu Jakarta 
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masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 
5 kali sehingga totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
pada tanggal 03 November 2010, rekening atas nama Mahmudin Yasin di 
Bank Mandiri sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Menimbang Bahwa dana nasabah H. Ibrahim Bonro, SH.MH yang 
telah dipindahkan oleh terdakwa Rudy Guiwan bersama Lk. Rully Jufri, SE 
ke rekening fiktif tersebut telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga 
Bank CIMB Niaga menderita kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus 
delapan puluh lima juta rupiah rupiah) dan dari dana yang diambil 
terdakwa Rudy Guiwan  mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- 
(enam puluh lima juta rupiah); 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 
kedua telah terpenuhi; 
 
A.d.3 Unsur Turut Serta Melakukan; 
Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa 
mengaku ia Terdakwa Rudy Guiwan bersama Rully Jufri, SE dan Lk. Alwi 
(DPO) pada hari tanggal tidak diketahui di bulan Desember 2010, 
bertempat di Bank CIMB Niaga Cab. Makassar di Jalan Bandang, ia 
mengaku membobol dana nasaba sesuai keterangan para saksi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 
pertama telah terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan 
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haru di 
pertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang aka dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini; 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah Bank CIMB Niaga 
Cab. Makassar;  
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat 
penahanan yang sah, maka selama Terdakwa dalam tahanan ementara 
dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa mengenai status penahan Terdakwa, maka 
dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan; 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar 
Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dititip kepada Arni 
Haerani, SE Karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar sesuai berita 
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acara penyimpanan serah-terima barang bukti tanggal 19-01-2011 
merajuk setoran pembukuan tanggal 19-01-2011 nomor rek. 030 01 
22609 13 0 nama nasabah Sultan Iqbal, 1 (satu) unit komputer merk IBM 
Lenovo, yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 
(satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) unit komputer 
merk Acer yang terdiri dari  1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor, 1 
(satu) buah mouse, dan 1 (satu) buah keyboard dititip kepada Rony Slepa 
Sangadi, SE tanda terima tanggal 20-01-2011, 2 (dua) keping piringan 
DVD merk Max Speed yang berisi Rekaman CCTV sdr. Rully pada saat 
membuka data nasabah, data log inquiri oleh sdr. Rudy Guiwan pada 
Bank CIMB Niaga Cabang Makassar, 1 (satu) eksemplar Rek. Koran 
dengan No. rekening 300108101118 a.n. H. Ibrahim Bonro, SH. MH, pada 
Bank CIMB Niaga, rekaman suara yang mengatasnamakan Hj.Yoyop 
Sutarya, rekaman suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty, Berita 
Acara serah terima User ID a.n. Rully,SE, Berita Acara serah terima User 
ID a.n. Rudy Guiwan, Rek. Koran a.n. pada Bank CIMB Niaga, Rek. Koran 
a.n. Lily Herawaty pada Bank CIMB Niaga, surat otomatisasi monitoring 
penanganan keluhan a.n. Hj.Yoyop Sutarya, surat otomatisasi monitoring 
penanganan keluhan a.n. Lily Herawaty, surat permintaan konfirmasi 
keabsahab KTP a.n. Mahmudin Yasin, surat permintaan konfirmasi 
keabsahab KTP a.n. Novita Sari, surat permintaan konfirmasi keabsahab 
KTP a.n. Suryanto dan Surat Keterangan Lurah Lamper Lor Kec. 
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Semarang Selatan, Semarang untuk dikembalikan kepada yang berhak 
PT. Bank CIMB Niaga Cab.Makassar. 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara; 
Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan  tersebut diatas, 
Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah 
memenuhi rasa keadilan; 
Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) c UU RI No. 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, 
demikian lah diuraikan berbagai pertimbangan mengapa terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya .  
 
2. Analisis penulis 
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis mencoba 
menganalisis siapa kah yang harus bertanggung jawab dalam kasus 
dengan No. 403/ Pid.B / 2011/ PN.MKS , apakah pelaku selaku orang 
yang didakwa bersalah ataukah Bank CIMB Niaga cab.makassar  selaku 
korporasi yang membawahi atau mempekerjakan pelaku. 
Tetapi sebelum menentukan siapakah yang harus memper-
tanggungjawabkan kasus pencurian dana nasabah dengan No. 403 / 
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Pid.B / 2011 / PN.MKS maka penulis akan menguraikan bebrapa 
penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana, untuk dipidananya si 
pelaku , diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur delik yang telah ditentukan  dalam Undang-undang. Dilihat dari 
sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan diper-
tanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 
tersebut melwan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 
sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari 
sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.  
Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya,yang memungkinkan ia 
menentukan perbuatannya 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya ; 
Adapun beberapa syarat syarat dapat di pertanggungjawabkan 
menurut G.A.Van Hamel adalah sebagai berikut : 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
mengisyafi nilai dari perbuatanya; 
72 
2. Orang yang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut 
tatacara kemasyarakatan adalah dilarang ; dan 
3. Orang yang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya. 
Didalam pasal-pasal KUHP, unsur delik dan unsur 
pertanggungjawaban pidana bercampur  aduk dalam buku II dan buku III , 
sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang 
menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat 
pemidanaan disamakan dengan delik,oleh karena   itu dalam pemuatan 
unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam 
persidangan. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
pertindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut  bersifat melawan hukum . adapun unsur-unsur 
pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :  
1. Mampu bertanggung jawab 
2. Kesalahan  
3. Tidak ada alasan pemaaf.  
Berdasarkan uraian tersebut penulis kemudian menganggap kasus 
pencurian dana nasabah dengan No.403/ Pid.B/ 2011/ PN.MKS harus 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri bukan korporasi yang 
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membawahinya karena hal tersebut bukan sebuah kejahatan korporasi 
melainkan sebuah kriminal murni yg dilakukan oleh pelaku. Walaupun 
demikian adapun bentuk pertanggung jawaban dari bank selaku korporasi 
adalah dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah , sebagai bentuk 
perlindungan terhadap nasabah selaku konsumen .  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah  sebagai berikut : 
1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian dana nasabah tidak sesuai  dengan putusan No. 
403/ Pid.B/ 2011/ PN.MKS  dengan pasal 49 (1) c UU RI no. 10 
tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP hal ini 
disebabkan karena adanya beberapa unsur delik yang tidak sesuai 
dengan posisi kasus. 
2. Pemberian sanksi kepada terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN  merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana  
terdakwa  terhadap tindak pidana pencurian dana nasabah  dengan 
putusan No. 403/ Pid.B/ 2011/ PN. MKS , dimana  dalam putusan 
terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN di pidana 
dengan pidana penjara selama 5 (lima)  tahun dan denda sebesar 
10.000.000.000,- (sepuluh miyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, hal ini sudah termaksuk 
pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal yang 
memberatkan perbuatan terdakwa. 
75 
B. Saran 
Berdasakan dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Setelah mencoba memahami kasus pencurian dana nasabah 
penulis kurang setuju dengan putusan hakim yang menghukum 
tersangka dengan pasal 49 ayat (1) cc UU RI tahun 1998 tentang 
perbankan dan lebih menyarakan agar kasus ini dikenakan pasal 
363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ataupun pasal 
372 KUHP tentang penggelapan karena kedua pasal tersebut lebih 
memenuhi unsur delik dari perbuatan terdakwa, 
2. Setelah mencoba menganalis  kasus penulis beranggapan bahwa 
kejahatan yang dilakukan  oleh terdakwa bukanlah bukanlah 
semata-mata disebabkan oleh kelebihan terdakwa melainkan 
adanya kelalaian dari nasabah sendiri. Untuk itu penulis 
menyarankan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam 
memahami  fungsi dan wewenang setiap petugas di setiap instansi 
agar masyarakat bisa mengetahui kemana dia harus mengadu jika 
mengalami masalah yg berhubungan dengan instansi tersebut 
3. Penulis juga sangat berharap kepada pihak bank selaku korporasi  
agar dapat menjaga kerahasian data tiap nasabah dan memberikan 
pelayanan terbaik bagi para nasabah selaku konsumen dari bank 
agar kasus seperti ini tidak terulang lagi  dan dapat memberikan 
kepercayaan dan rasa aman bagi nasabahnya.  
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